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Abstract
The purpose of this study was conducted to determine the legal effects that arise 
in pledging the land of common property rights as collateral in the Bank in terms 
of Law Number 4 of 1996 on Encumbrance Right Over Land And Land Related 
Objects. This research method using normative research method by reviewing 
the Law Number 4 of 1996. Data analysis is done to solve the problems contained 
in the problem formulation by using descriptive qualitative data analysis. From 
this study obtained the result that the land of common property rights may be 
assumed that the land is owned by more than one person whose names are listed 
in the land title certificate as the land owner. the land is owned by more than one 
person and there is no clear division, then the authorities to take legal action on 
the land are all three together. There fore ,the legal effect is  the existence of the 
consent of the other party by giving a special power of attorney to such person 
to act for and on their behalf to pledge the land.

Keywords: Shared Property, Land, Encumbrance Right, Legal Effects
Abstrak

Tujuan penel�t�an �n� d�adakan adalah untuk mengetahu� ak�bat hukum yang t�mbul 
dalam menjam�nkan tanah hak m�l�k bersama sebaga� agunan d� Bank d�t�njau 
dar� Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan Dengan Tanah. Metode penel�t�an 
�n� menggunakan metode penel�t�an normat�f dengan mengkaj� Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996. Anal�s�s data d�lakukan untuk memecahkan masalah yang 
tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan anal�s�s data deskr�pt�f 
kual�tat�f. Dar� penel�t�an �n� d�dapatkan has�l bahwa tanah yang d�m�l�k� oleh 
leb�h dar� 1 orang  d�mana nama-nama orang tersebut tercantum dalam sert�f�kat 
hak atas tanah sebaga� pem�l�k tanah. tanah tersebut d�m�l�k� oleh leb�h dar� 
satu orang dan t�dak ada pembag�an secara jelas, maka yang berwenang untuk 
melakukan t�ndakan hukum atas tanah tersebut adalah ket�ga-t�ganya secara 
bersama-sama. Oleh karena �tu ak�bat hukum yang d�t�mbulkan adalah adanya 
persetujuan p�hak yang la�n dengan member�kan surat kuasa khusus kepada satu 
orang tersebut untuk bert�ndak untuk dan atas nama mereka untuk menjam�nkan 
tanah tersebut.
Kata Kunc�: Hak Milik Bersama, Tanah, Hak Tanggungan, Akibat Hukum
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I.  PENDAHULUAN
Dalam keh�dupan sehar�-

har�, keperluan akan dana guna 
menggerakan roda perekonom�an 
d�rasakan semak�n men�ngkat. D� satu 
s�s� ada masyarakat yang keleb�han 
dana, tetap� t�dak mem�l�k� kemampuan 
untuk megusahakannya, dan d� s�s� 
la�n, ada kelompok masyarakat yang 
mem�l�k� kemampuan untuk berusaha 
namun terhambat pada kendala karena 
hanya mem�l�k� sed�k�t atau bahkan 
t�dak mem�l�k� dana sama sekal�. 
Untuk mempertemukan keduanya 
d�perlukan intermediary yang akan 
bert�ndak selaku  kred�tur yang 
menyed�akan dana bag� deb�tor. Dar� 
s�n�lah t�mbul perjanj�an utang p�utang 
atau perjanj�an kred�t. Pada dasarnya 
pember�an kred�t dapat d�ber�kan oleh 
s�apa saja yang mem�l�k� kemampuan 
untuk �tu melalu� perjanj�an utang-
p�utang antara pember� utang (kred�tur) 
d� satu p�hak dan pener�ma p�njaman 
(deb�tur) d�  la�n p�hak.2

Setelah perjanj�an tersebut 
d�sepakat� maka lah�rlah kewaj�ban 
pada d�r� kred�tur, ya�tu untuk 
menyerahkan uang yang d�perjanj�kan 
kepada deb�tur dengan hak untuk 
mener�ma kembal� uang �tu dar� 
deb�tur pada waktunya, d�serta� dengan 
bunga yang d�sepakat� oleh para p�hak 
pada saat perjanj�an  pember�an kred�t 
tersebut d�setuju� oleh para p�hak. 
Hak dan kewaj�ban deb�tur adalah 
bert�mbal bal�k dengan hak dan 
2 Ahmad Yan� dan Gunawan W�djaja,2003, 

Jaminan Fidusia, PT. Raja Graf�ndo Persada, 
Jakarta,  hlm. 1.

kewaj�ban kred�tur. Selama proses 
�tu t�dak menghadap� masalah dalam 
art� kedua belah p�hak melaksanakan 
hak dan kewaj�bannya sesua� dengan 
segala sesuatu yang d�perjanj�kan maka 
persoalan t�dak akan muncul. B�asanya 
persoalan baru t�mbul j�ka deb�tur lala� 
mengembal�kan uang p�njaman pada 
saat yang telah d�tentukan. J�ka terjad� 
dem�k�an, Pasal 1131 K�tab Undang-
Undang Hukum Perdata menentukan 
bahwa semua  kebendaan  yang 
menjad� m�l�k seseorang, ba�k yang 
sudah ada maupun yang akan ada d� 
kemud�an har�, akan menjad� jam�nan 
bag� per�katannya.

Kond�s� yang dem�k�an 
menyebabkan kred�tur merasa 
t�dak aman dan untuk memast�kan 
pengembal�an uangnya, maka kred�tur 
tentunya akan mem�nta kepada deb�tur 
untuk membuat suatu perjanj�an 
tambahan atau ser�ng d�sebut sebaga� 
“perjanjian accesoir” guna menjam�n 
d�lunas�nya kewaj�ban deb�tur pada 
waktu yang telah d�tentukan dan 
d�sepakat� sebelumnya oleh kred�tur 
dan deb�tur. In� berart� bahwa kred�tur 
dalam suatu perjanj�an utang-p�utang 
ataupun perjanj�an kred�t memerlukan 
leb�h dar�  hanya sekedar “janj�” 
untuk melaksanakan atau memenuh� 
kewaj�bannya.

Tanah yang dapat d�beban� 
hak tanggungan dapat d�jad�kan 
jam�nan atas pelunasan utang-utang 
deb�tur. Namun persoalan yang t�mbul  
berkenaan dengan  hak m�l�k yang 
d�beban� hak  tanggungan adalah 
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ket�ka tanah yang berstatus hak m�l�k 
yang kepem�l�kannya d�m�l�k� oleh 
leb�h dar� satu orang, d�mana p�hak 
deb�tur (pem�njam dana) adalah 
salah satu pem�l�k tanah tersebut, 
maka tentu saja  pem�l�k tanah selaku 
deb�tur tersebut harus menjam�nkan 
tanah tersebut seluruhnya. Jad� dalam 
hal �n� t�dak d�perbolehkan hanya 
menjam�nkan bag�an tanah yang 
d�m�l�k� oleh pem�l�k tanah yang 
berkedudukan sebaga� deb�tur saja, 
dengan kata la�n bag�an tanah yang 
d�m�l�k� pem�l�k tanah yang la�n yang 
t�dak berkedudukan sebaga� deb�tur 
juga harus �kut d�jam�nkan. Dalam 
per�st�wa  tersebut akan men�mbulkan 
masalah ba�k mengena� baga�mana 
kedudukan dar� para pem�l�k tanah, 
serta baga�mana hak dan kewaj�ban 
dar� para pem�l�k tanah.

Dalam menghadap� persoalan 
tersebut d� atas, d� samp�ng keterl�batan 
para p�hak yang melakukan perjanj�an, 
juga d�butuhkan seorang pejabat 
yang berwenang untuk membantu 
permasalahan d� atas agar apa yang 
d�perjanj�kan oleh para p�hak dapat 
terlaksana, mempunya� kekuatan 
hukum, menguntungkan para p�hak, 
serta mencegah  suatu masalah yang 
mungk�n akan t�mbul d� kemud�an 
har�. Bantuan dar� Notar�s sebaga� 
Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) 
juga member�kan peranan pent�ng 
dalam hal �n� PPAT dapat member�kan 
solus�-solus�, nas�hat-nas�hat 
bahkan untuk mengamb�l t�ndakan-
t�ndakan hukum untuk kepent�ngan 

para p�hak yang akan  melakukan 
perjanj�an. Pejabat Pembuat Akta 
Tanah, mempunya� peranan yang 
pent�ng dalam set�ap perjanj�an yang 
bermaksud mem�ndahkan hak atas 
tanah, member�kan sesuatu yang baru 
atas  tanah, menggada�kan tanah,  atau 
mem�njamkan uang dengan hak atas 
tanah sebaga�  tanggungan.

Berdasarkan pemaparan d�atas, 
permasalahan yang akan d�bahas dalam 
penel�t�an �n� adalah: baga�manakah 
ak�bat hukum yang t�mbul dalam 
menjam�nkan tanah hak m�l�k bersama 
sebaga� agunan d� Bank d�t�njau dar� 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan 
Dengan Tanah?

Penel�t�an �n� adalah karya 
�lm�ah asl� yang belum pernah d� 
tel�t� oleh para penel�t� sebelumnya. 
Dar� penelusuran kepustakaan yang 
d�lakukan ada beberapa penel�t�an yang 
berka�tan dengan penel�t�an tentang 
T�njauan Yur�d�s Terhadap Tanah Hak 
M�l�k Bersama Sebaga� Agunan Dalam 
Perjanj�an Kred�t D� Bank Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan 
Dengan Tanah �n�, antara la�n ya�tu 
karya �lm�ah dar� Adnyana tahun 
2015 dengan judul Penggunaan Kuasa 
Menjual D� Dalam Peral�han Hak M�l�k 
Atas Tanah Melalu� Jual-Bel� yang 
rumusan masalahnya adalah apakah 
penggunaan kuasa mutlak dalam 
peral�han hak m�l�k atas tanah melalu� 
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jual bel� adalah sah ?3. Karya �lm�ah 
la�nnya yang terka�t ya�tu Putu Ade 
Harr�estha Martana tahun 2014 dengan 
judul Perl�ndungan Hukum Bag� 
Pemegang Sert�f�kat Hak M�l�k Atas 
Tanah Dalam Ketentuan Pasal 32 ayat 
2 PP No. 24 Tahun 1997 yang rumusan 
masalahnya adalah; 1. Baga�manakah 
pelaksanaan dan terjad�nya kepast�an 
sert�f�kat hak m�l�k atas tanah setelah 
jangka waktu l�ma tahun sesua� dengan 
Pasal 32 ayat 2 PP No. 24/1997 tentang 
Pendaftaran Tanah?. 2. Baga�manakah 
perl�ndungan hukum  bag� pemegang 
sert�f�kat hak m�l�k atas tanah setelah 
jangka waktu l�ma tahun sesua� dengan 
Pasal 32 ayat 2 PP No. 24/1997 tentang 
Pendaftaran Tanah?.4 Selanjutnya 
karya �lm�ah dar� Anak Agung Istr� 
D�ah Mahadew� tahun 2013 dengan 
judul Pengaturan Prosedur Pembatalan 
Sert�f�kat Hak Atas Tanah Yang 
Merupakan Barang M�l�k Negara 
yang rumusan masalahnya adalah 

3 Adnyana, Adnyana. PENGGUNAAN 
KUASA MENJUAL DIDALAM 
PERALIHAN HAK MILIK ATAS 
TANAH MELALUI JUAL-BELI.Jurnal 
Magister Hukum Udayana (Udayana 
Master Law Journal), vol.4 no.1 ed�s� 
me� 2015 <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.
php/jmhu/art�cle/v�ew/13050>. D�akses 
tanggal: 19 sep. 2017. do�:https://do�.
org/10.24843/JMHU.2015.v04.�01.p14.

4 Martana, Putu Ade Harr�estha. PERLINDUN-
GAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTI-
FIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM 
KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PP No. 
24 TAHUN 1997. Jurnal Magister Hukum 
Udayana (Udayana Master Law Journal), 
vol.3 no.1 ed�s� me� 2014. <https://ojs.unud.
ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/8446>. 
D�akses tanggal: 19 sep. 2017. do�: https://do�.
org/10.24843/JMHU.2014.v03.�01.p01.

baga�mana pengaturan pelaksanaan 
pembatalan sert�f�kat hak m�l�k atas 
tanah yang termasuk barang m�l�k 
negara?.5  Jelas nampak perbedaan dar� 
karya �lm�ah tersebut yang d�buat oleh 
Penul�s. Adapun keunggulan karya 
�lm�ah �n� dar� karya �lm�ah la�nnya 
ya�tu membahas leb�h dalam terka�t 
ak�bat hukum yang t�mbul dalam 
menjam�nkan tanah hak m�l�k bersama 
sebaga� agunan d� bank d�t�njau dar� 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan 
Dengan Tanah. 

Tujuan dar� penel�t�an �n� adalah 
untuk member�kan gambaran yang 
jelas tentang ak�bat hukum yang t�mbul 
dalam menjam�nkan tanah hak m�l�k 
bersama dan cara penyelesa�an apab�la 
deb�tur wanprestas� dengan jam�nan 
sert�f�kat tanah hak m�l�k bersama.

II. METODE PENELITIAN
Metode penel�t�an �n� 

menggunakan metode penel�t�an 
normat�f d�mana dalam hal �n� 
menggunakan pendekatan perundang-
undangan oleh karena yang akan 
d�tel�t� adalah berbaga� peraturan 
hukum yang d�jad�kan fokus atau tema 

5 Mahadew�, Anak Agung Istr� D�ah. PEN-
GATURAN PROSEDUR PEMBATA-
LAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH 
YANG MERUPAKAN BARANG MILIK 
NEGARA. Jurnal Magister Hukum Uday-
ana (Udayana Master Law Journal), vol.2 
no.3 ed�s� september 2013. <https://ojs.unud.
ac.�d/�ndex.php/jmhu/art�cle/v�ew/7285>. 
D�akses tanggal: 19 sep. 2017. do�: https://
do�.org/10.24843/JMHU.2013.v02.�03.p01.



265

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 2 : 261 - 271

utama6.Sumber data d�peroleh dar� 
Peraturan Perundang-Undangan ya�tu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan 
Dengan Tanah (selanjutnya d�sebut 
UUHT). Anal�s�s data d�lakukan untuk 
memecahkan masalah yang tertuang 
dalam rumusan masalah dengan 
menggunakan anal�s�s data deskr�pt�f 
kual�tat�f ya�tu menggambarkan 
ak�bat hukum yang t�mbul dalam 
menjam�nkan tanah hak m�l�k bersama 
sebaga� agunan d� Bank d�t�njau dar� 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan 
Dengan Tanah.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak m�l�k alah hak yang 

terpenuh dan mutlak yang d�m�l�k� oleh 
seseorang atas seb�dang tanah, tetap� 
dalam batas batas yang d�tentukan hak 
pertuanan7.

Menurut kamus Besar bahasa 
Indones�a, hak m�l�k adalah hak 
untuk menggunakan atau mengamb�l 
keuntungan dar� suatu benda yang berada 
dalam kekuasaan tanpa merug�kan 
p�hak la�n dan d�pertahankan terhadap 
p�hak mana pun8.Menurut pasal 50 ayat 
(1) Undang-Undang Pokok Agrar�a, 

6 Johny Ibrah�m, 2010, Teori dan 
Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Bayumed�a Malang, hlm. 57.

7 S�morangk�r, J.C.t., et all, 2009, Kamus 
Hukum, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 61

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003, Ed�s� 
Ket�ga, Pusat Bahasa Departemen Pend�d�kan 
nas�onal, Bala� Pustaka,  Jakarta, hlm.382

ketentuan leb�h lanjut mengena� hak 
m�l�k d�atur dengan Undang-Undang. 
Yang menjad� permasalahan adalah 
undang-undang yang d�per�ntahkan 
d� Indones�a sampa� sekarang belum 
terbentuk. Untuk �tu d�berlakukan 
lah pasal 56 Undang-Undang Pokok 
Agrar�a, yang selama Undang-undang 
tentang hak m�l�k belum terbentuk 
maka yang berlaku adalah ketentuan 
hukum adat setempat dan peraturan 
la�nnya sepanjang t�dak bertentangan 
dengan Undang-Undang Pokok 
Agrar�a9.

Hak m�l�k menurut Undang-
Undang No 5 Tahun 1960 (UUPA) 
Tentang Pokok Agrar�a, Pasal 20 
menyatakan :
(1) Hak m�l�k adalah hak turun-

temurun, terkuat, dan terpenuh 
yang dapat d�punya� orang 
atas tanah, dengan meng�ngat 
ketentuan dalam Pasal 6.

(2) Hak m�l�k dapat beral�h dan 
d�al�hkan kepada p�hak la�n. 

C�r� hak m�l�k adalah sebaga� 
ber�kut:
a.  Turun-temurun
 Hak m�l�k atas tanah dapat 

berlangsung terus selama 
pem�l�knya mas�h h�dup dan 
b�la pem�l�knya telah men�nggal 
dun�a maka hak m�l�knya dapat 
d�lanjutkan oleh ahl� war�snya, 
sepanjang memenuh� syarat 
sebaga� subjek hak m�l�k.

9 Ur�p santoso, 2009, Hukum Agraria & Hak 
Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Med�a 
Group, Jakarta, hlm.90
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b.  Terkuat dan terpenuh
 Kata-kata “terkuat” dan 

“terpenuh” d�maksudkan untuk 
membedakannya dengan hak 
guna usaha, hak guna bangunan, 
hak paka�, dan la�n-la�nnya. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa 
d� antara hak-hak atas tanah 
yang dapat d�m�l�k� orang, 
hak m�l�klah yang terkuat dan 
terpenuh (art�nya: pal�ng).

c.  Dapat beral�h dan d�al�hkan
 Dar� seg� bahasa, ada perbedaan 

antara “beral�h” dan “d�al�hkan”. 
Per�st�wa “beral�h” (bentuk 
akt�f) dapat terjad� tanpa adanya 
sesuatu subjek yang melakukan 
pengal�han. D� s�n�, t�dak 
d�perlukan suatu subjek movens 
(menggerakkan). Hal tersebut 
berbeda dengan per�st�wa 
“d�al�hkan” (bentuk pas�f), yang 
harus ada suatu subjek movens . 
M�salnya, A mengh�bahkan atau 
menjual tanahnya kepada B. 
Dalam hal �n�, A adalah subjek 
movens.
Berp�ndahnya hak m�l�k atas 

tanah karena d�al�hkan atau pem�ndahan 
hak harus d�bukt�kan dengan akta yang 
d�buat oleh dan d� hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecual� 
lelang d�bukt�kan dengan ber�ta acara 
lelang yang d�buat oleh pejabat dan 
kantor lelang. Berp�ndahnya hak m�l�k 
atas tanah tersebut harus d�daftarkan 
ke kantor pertanahan kabupaten/kota 
setempat untuk d�catat dalam buku 
tanah dan d�lakukan perubahan nama 

dalam sert�f�kat dar� pem�l�k tanah 
yang lama kepada pem�l�k tanah yang 
baru.

Peral�han hak m�l�k atas tanah, 
ba�k secara langsung maupun t�dak 
langsung kepada orang as�ng, kepada 
seseorang yang mempunya� dua 
kewarganegaraan, atau kepada badan 
hukum yang t�dak d�tunjuk oleh 
pemer�ntah adalah batal karena hukum 
dan tanahnya jatuh kepada negara. 
Art�nya, tanahnya kembal� menjad� 
tanah yang d�kuasa� langsung oleh 
negara.
1. Jangka waktu T�dak d�batas�.
2. Objek tanahnya, Tanah pertan�an 

dan bukan tanah pertan�an.’
3. Subjek hak.

Perorangan Warga Negara 
Indones�a (WNI) dan badan hukum 
yang d�tunjuk, antara la�n mel�put� 
bank-bank yang d�d�r�kan oleh negara 
(bank negara), koperas� pertan�an, 
badan keagamaan, dan badan sos�al.

Terjad�nya hak m�l�k dapat 
melalu� 3 cara, antara la�n:
a.  Menurut hukum adat
 Hak m�l�k atas tanah terjad� 

dengan jalan pembukaan tanah 
(pembukaan hutan). Art�nya, 
pembukaan tanah (hutan) tersebut 
d�lakukan secara bersama-sama 
dengan masyarakat hukum adat 
yang d�p�mp�n oleh ketua adat 
melalu� s�stem penggarapan, 
ya�tu matok s�rah, matok s�rah 
g�l�r galeng, dan s�stem bluburan 
atau terjad� karena t�mbulnya 
“l�dah tanah” (aansl�bb�ng). 
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L�dah tanah adalah tanah 
yang t�mbul/muncul karena 
terbloknya arus sunga� atau 
tanah d� p�ngg�r panta�, b�asanya 
terjad� dar� lumpur yang mak�n 
lama mak�n t�ngg� dan mengeras. 
Dalam hukum adat, l�dah tanah 
yang t�dak beg�tu luas menjad� 
hak bag� pem�l�k tanah yang 
berbatas. Hak m�l�k tersebut 
dapat d�daftarkan pada kantor 
pertanahan kabupaten/kota 
setempat untuk mendapatkan 
sert�f�kat hak m�l�knya.

b.  Penetapan pemer�ntah
 Hak m�l�k atas tanah �n� terjad� 

karena permohonan pember�an 
hak m�l�k atas tanah (semula 
berasal dar� tanah negara) oleh 
pemohon dengan memenuh� 
prosedur dan persyaratan 
yang d�tentukan oleh Badan 
Pertanahan Nas�onal (BPN). 
Setelah semua terpenuh�, BPN 
menerb�tkan Surat Keputusan 
Pember�an Hak (SKPII). SKPH 
tersebut waj�b d�daftarkan oleh 
pemohon kepada kepala kantor 
pertanahan kabupaten/kota 
setempat untuk d�catat dalam 
buku tanah dan d�terb�tkan 
sebaga� sert�f�kat hak m�l�k atas 
tanah.

c.  Ketentuan Undang-Undang
 Terjad�nya hak m�l�k atas tanah 

�n� d�dasarkan karena konvers� 
(perubahan) menurut UUPA. 
Sejak berlakunya UUPA, semua 
hak atas tanah yang ada harus 
d�ubah menjad� salah satu hak 

atas tanah yang d�atur dalam 
UUPA10.

 Penggunaan hak m�l�k oleh 
bukan pem�l�knya
UUPA mengatur bahwa hak 

m�l�k atas tanah dapat d�gunakan atau 
d�usahakan oleh bukan pem�l�knya. 
Penggunaan tersebut d�batas� dan 
d�atur dengan peraturan perundang-
undangan. M�salnya, hak m�l�k atas 
tanah d�beban� dengan hak guna 
bangunan, hak m�l�k atas tanah 
d�beban� dengan hak paka�, hak sewa 
untuk bangunan, hak gada� (gada� 
tanah), hak usaha bag� bas�l (perjanj�an 
bag� has�l), hak menumpang, dan hak 
sewa tanah pertan�an.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berka�tan 
Dengan Tanah (“UUHT”) menyatakan 
bahwa:
(1) Pember� Hak Tanggungan 

adalah orang perseorangan atau 
badan hukum yang mempunya� 
kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum terhadap 
obyek Hak Tanggungan yang 
bersangkutan. 

(2) Kewenangan untuk melakukan 
perbuatan hukum ter-hadap 
obyek Hak Tanggungan 
sebaga�mana d�maksud pada 
ayat (1) harus ada pada pember� 
Hak Tanggungan pada saat 
pendaftaran Hak Tanggungan 
d�lakukan.

10 Ibid, hlm. 94 - 95
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Mempunya� kewenangan untuk 
melakukan perbuatan hukum berart� 
pember� hak tanggungan adalah p�hak 
yang dapat bert�ndak bebas atas tanah 
tersebut. t�ndakan membeban� termasuk 
dalam t�ndakan pem�l�kan, karena 
t�ndakan tersebut b�sa merupakan 
suatu t�ndakan permulaan, yang 
berakh�r dengan h�lang/hapusnya hak 
atas benda jam�nan yang bersangkutan 
sebaga� bag�an dar� kekayaan 
seseorang. Jad�, yang d�maksud 
dengan kewenangan mengamb�l 
t�ndakan hukum dalam Pasal 8 UUHT 
adalah kewenangan untuk mengamb�l 
t�ndakan pem�l�kan P�hak yang dapat 
melakukan t�ndakan pem�l�kan adalah 
p�hak yang mempunya� hak m�l�k. In� 
karena berdasarkan Pasal 20 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrar�a 
(“UU Pokok Agrar�a”) 
 “Hak m�l�k adalah hak turun-

menurun, terkuat dan terpenuh 
yang dapat d�punya� orang 
atas tanah, dengan meng�ngat 
ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 6 UU Pokok Agrar�a:

Semua hak atas tanah mempunya� 
fungs� sos�al.

Tanah hak m�l�k bersama dapat 
d� asums�kan bahwa tanah tersebut 
d�m�l�k� oleh leb�h dar� 1 orang 
d�mana nama-nama orang tersebut 
tercantum dalam sert�f�kat hak atas 
tanah sebaga� pem�l�k tanah. Sela�n 

�tu, dalam sert�f�kat tersebut t�dak 
d�ber�kan kepada set�ap orang dengan 
menyebutkan besarnya bag�an mas�ng-
mas�ng orang sebaga�mana terdapat 
dalam Pasal 31 ayat (5) Peraturan 
Pemer�ntah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Oleh karena tanah 
tersebut d�m�l�k� oleh leb�h dar� satu 
orang dan t�dak ada pembag�an secara 
jelas, maka yang berwenang untuk 
melakukan t�ndakan hukum atas tanah 
tersebut adalah ket�ga-t�ganya secara 
bersama-sama. Hal tersebut berart� 
t�dak dapat d�letakkan jam�nan hak 
tanggungan d� atas tanah tersebut 
oleh satu orang saja. Kecual� kedua 
orang yang la�n telah member�kan 
surat kuasa khusus kepada satu orang 
tersebut untuk bert�ndak untuk dan 
atas nama mereka untuk menjam�nkan 
tanah tersebut.

Oleh karena pember�an hak 
tanggungan d�lakukan dengan akta 
PPAT, maka sebaga�mana d�katakan 
dalam Pasal 101 Peraturan Menter� 
Negara Agrar�a/Kepala Badan 
Pertanahan Nas�onal No. 3 Tahun 
1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemer�ntah No. 24 Tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
(“Permen Agrar�a 3/1997”), j�ka 
dalam pember�an hak tanggungan 
tersebut, 2 (dua) orang pemegang hak 
atas tanah yang la�n t�dak dapat had�r, 
maka perbuatan hukum tersebut dapat 
d�lakukan oleh orang yang d�kuasakan 
oleh pemegang hak atas tanah dengan 
surat kuasa tertul�s.
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 Pasal 101 ayat (1) Permen 
Agrar�a 3/1997:

 Pembuatan akta PPAT harus 
d�had�r� oleh para p�hak yang 
melakukan perbuatan hukum 
yang bersangkutan atau orang 
yang d�kuasakan olehnya dengan 
surat kuasa tertul�s sesua� dengan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Adapun kuasa untuk melakukan 
t�ndakan hukum yang berhubungan 
dengan hak atas tanah yang dapat 
mengak�batkan h�lang atau hapusnya 
hak seseorang atas tanah tersebut, 
menggunakan surat kuasa dalam 
bentuk akta notar�s. In� karena akta 
notar�s mem�l�k� kekuatan pembukt�an 
yang sempurna. Dan dengan 
d�gunakannya akta notar�s, berart� jelas 
bahwa pemegang hak atas tanah yang 
t�dak dapat had�r pada saat pember�an 
hak tanggungan, memang datang dan 
member�kan kuasanya d� depan notar�s 
dan d�saks�kan oleh para saks�.

Adanya perbuatan hukum 
oleh p�hak d�mana menjam�nkan 
sert�f�kat hak m�l�k yang merupakan 
m�l�k bersama sebaga� agunan 
kred�t d� bank tentu men�mbulkan 
suatu ak�bat hukum. Ak�bat hukum 
adalah ak�bat suatu t�ndakan yang 
d�lakukan untuk memperoleh suatu 
ak�bat yang d�kehendak� oleh pelaku 
dan d�aku� oleh hukum. T�ndakan 
yang d�lakukannya adalah t�ndakan 
hukum ya�tu t�ndakan yang d�lakukan 

guna memperoleh suatu ak�bat yang 
d�kehendak� oleh hukum.11

Ak�bat hukum merupakan 
sumber lah�rnya hak dan kewaj�ban 
bag� subyek-subyek hukum yang 
bersangkutan. Sepert� perjanj�an kred�t 
yang d�lakukan oleh p�hak bank dengan 
deb�tur d�mana deb�tur menjam�nkan 
tanah hak m�l�k bersama sebaga� 
agunan. Dengan adanya jam�nan 
tersebut, tentu hak agunan d�bebankan 
kepada s� deb�tur yang mem�njam, 
walaupun dalam sert�f�kat hak m�l�k 
tanah tersebut tercantum leb�h dar� satu 
orang atau m�l�k bersama, akan tetap� 
j�ka telah memenuh� prosedur yang 
benar, maka tanah hak m�l�k bersama 
tersebut dapat d�jam�nkan. Hak 
tanggungan adalah lembaga jam�nan 
yang khusus mengatur tentang tanah 
beserta segala sesuatu yang ada d�atas 
tanah tersebut yang d�jad�kan jam�nan 
atas pelunasan utang tertentu terhadap 
kred�tor. Dalam art� kata apab�la 
kred�tur t�dak meng�kat jam�nan utang 
dengan meng�katnya melalu� lembaga 
jam�nan hak tanggungan maka kred�tur 
tersebut t�dak dapat menjualnya 
melalu� lelang apab�la s� deb�tur 
c�dera janj�. Yang d�maksud dengan 
Hak Tanggungan adalah hak jam�nan 
atas tanah untuk pelunasan utang 
tertentu, yang member�kan kedudukan 
d�utamakan kepada kred�tur tertentu 
terhadap kred�tur-kred�tur la�n.

11 Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, S�nar 
Graf�ka, Jakarta, hlm.295.
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IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan has�l pembahasan 

dalam penel�t�an �n�, maka dapat 
d�s�mpulkan bahwa ak�bat hukum yang 
t�mbul dalam menjam�nkan tanah hak 
m�l�k bersama sebaga� agunan d� Bank 
d�t�njau dar� Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang Berka�tan Dengan Tanah 
adalah karena suatu t�ndakan hukum/
perbuatan hukum d�mana kewenangan 
mengamb�l t�ndakan hukum dalam 
Pasal 8 UUHT adalah kewenangan 
untuk mengamb�l t�ndakan pem�l�kan 
P�hak yang dapat melakukan 
t�ndakan pem�l�kan adalah p�hak yang 
mempunya� hak m�l�k. Tanah hak m�l�k 
bersama dapat d� asums�kan bahwa 
tanah tersebut d�m�l�k� oleh leb�h dar� 
1 orang  d�mana nama-nama orang 
tersebut tercantum dalam sert�f�kat hak 
atas tanah sebaga� pem�l�k tanah. Sela�n 
�tu, dalam sert�f�kat tersebut t�dak 
d�ber�kan kepada set�ap orang dengan 
menyebutkan besarnya bag�an mas�ng-
mas�ng orang sebaga�mana terdapat 
dalam Pasal 31 ayat (5) Peraturan 
Pemer�ntah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Oleh karena tanah 
tersebut d�m�l�k� oleh leb�h dar� satu 
orang dan t�dak ada pembag�an secara 
jelas, maka yang berwenang untuk 
melakukan t�ndakan hukum atas tanah 
tersebut adalah ket�ga-t�ganya secara 
bersama-sama. Oleh karena �tu ak�bat 
hukum yang d�t�mbulkan t�dak dapat 
d�letakkan jam�nan hak tanggungan 

d� atas tanah tersebut oleh satu orang 
saja. Kecual� kedua orang yang la�n 
telah member�kan surat kuasa khusus 
kepada satu orang tersebut untuk 
bert�ndak untuk dan atas nama mereka 
untuk menjam�nkan tanah tersebut.
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